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This	 study	 aims	 to	 normatively	 analyze	 the	 mediation	 mechanism	 in	
resolving	 customary	 land	 disputes	 based	 on	 Law	 Number	 5	 of	 1960	
concerning	Basic	Agrarian	Regulations	 (UUPA).	This	 study	 is	directed	at	
assessing	 the	 extent	 to	 which	 laws	 and	 regulations	 governing	 agrarian	
mediation	are	able	to	provide	legal	certainty,	rights	protection,	and	justice	
for	 disputing	 parties.	 In	 addition,	 this	 study	 also	 seeks	 to	 identify	 gaps	
between	 ideal	 norms	 in	 agrarian	 law	 and	 the	 practice	 of	 resolving	
customary	land	disputes	in	Indonesia.	The	contribution	of	this	study	lies	in	
the	preparation	of	a	conceptual	analysis	that	emphasizes	the	importance	of	
updating	 legal	norms	on	agrarian	mediation	 to	be	more	 in	 line	with	 the	
principles	of	social	justice	and	the	protection	of	land	rights.	This	study	uses	
a	 normative	 juridical	 approach	with	 descriptive-analytical	 speciXications	
through	 a	 literature	 review	 of	 primary,	 secondary,	 and	 tertiary	 legal	
materials.	Data	are	analyzed	qualitatively	using	grammatical,	 systematic,	
and	teleological	interpretation	methods	to	assess	the	effectiveness	of	legal	
norms	in	dispute	resolution.	The	results	show	that	although	the	1960	UUPA	
recognizes	customary	rights	of	indigenous	communities,	this	recognition	is	
conditional	and	has	not	been	followed	by	a	clear	legal	mechanism.	Agrarian	
mediation	 still	 faces	 challenges	 in	 harmonizing	 customary	 and	 national	
law.	 Unclear	 norms	 often	 create	 unequal	 positions	 between	 parties	 and	
obscure	the	principle	of	legal	certainty.	Agrarian	mediation	law	reform	is	
needed,	clarifying	procedures,	limits	of	authority,	and	the	legal	validation	
of	 customary	 rights	 claims.	 Therefore,	 the	 effectiveness	 of	 agrarian	
mediation	depends	on	clear	legal	norms	and	a	balanced	role	for	the	state	in	
ensuring	justice	for	all	parties.	

	
Abstrak		
Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menganalisis	 secara	 normatif	 mekanisme	 mediasi	 dalam	 penyelesaian	
sengketa	 tanah	 adat	 berdasarkan	 UU	 Nomor	 5	 Tahun	 1960	 tentang	 Peraturan	 Dasar	 Agraria	 (UUPA).	
Penelitian	ini	diarahkan	untuk	menilai	sejauh	mana	hukum	dan	peraturan	yang	mengatur	mediasi	agraria	
mampu	memberikan	kepastian	hukum,	perlindungan	hak,	dan	keadilan	bagi	pihak-pihak	yang	bersengketa.	
Selain	 itu,	 penelitian	 ini	 juga	berupaya	mengidentiXikasi	 kesenjangan	antara	norma	 ideal	dalam	hukum	
agraria	dan	praktik	penyelesaian	sengketa	tanah	adat	di	Indonesia.	Kontribusi	penelitian	ini	terletak	pada	
penyusunan	analisis	konseptual	yang	menekankan	pentingnya	pembaruan	norma	hukum	tentang	mediasi	
agraria	 agar	 lebih	 selaras	 dengan	 prinsip-prinsip	 keadilan	 sosial	 dan	 perlindungan	 hak	 atas	 tanah.	
Penelitian	 ini	menggunakan	 pendekatan	 yuridis	 normatif	 dengan	 spesiXikasi	 deskriptif-analitis	melalui	
tinjauan	pustaka	bahan	hukum	primer,	sekunder,	dan	tersier.	Data	dianalisis	secara	kualitatif	menggunakan	
metode	interpretasi	gramatikal,	sistematis,	dan	teleologis	untuk	menilai	efektivitas	norma	hukum	dalam	
penyelesaian	sengketa.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	meskipun	UUPA	tahun	1960	mengakui	hak-
hak	adat	masyarakat	adat,	pengakuan	ini	bersifat	kondisional	dan	belum	diikuti	oleh	mekanisme	hukum	
yang	 jelas.	Mediasi	agraria	masih	menghadapi	tantangan	dalam	menyelaraskan	hukum	adat	dan	hukum	
nasional.	Norma-norma	yang	tidak	jelas	seringkali	menciptakan	posisi	yang	tidak	setara	antara	pihak-pihak	
yang	 bersengketa	 dan	 mengaburkan	 prinsip	 kepastian	 hukum.	 Reformasi	 hukum	 mediasi	 agraria	
diperlukan,	dengan	memperjelas	prosedur,	batasan	kewenangan,	dan	validasi	hukum	atas	klaim	hak-hak	
adat.	Oleh	karena	 itu,	efektivitas	mediasi	agraria	bergantung	pada	norma-norma	hukum	yang	 jelas	dan	
peran	yang	seimbang	dari	negara	dalam	memastikan	keadilan	bagi	semua	pihak.	
	
Kata	Kunci	:	Hukum	Agraria;	Hak	Adat;	Mediasi	Sengketa	Tanah	
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PENDAHULUAN	
Tanah	adalah	sumber	daya	alam	yang	memainkan	peran	vital	dalam	kehidupan	manusia.	

Bagi	masyarakat	 Indonesia,	 tanah	bukan	hanya	aset	 ekonomi	 tetapi	 juga	memiliki	nilai	 sosial,	
budaya,	dan	spiritual	yang	signiAikan.	Sebagai	negara	agraris,	hubungan	antara	manusia	dan	tanah	
telah	tertanam	secara	historis,	terutama	bagi	masyarakat	adat,	yang	menganggap	tanah	sebagai	
bagian	integral	dari	identitas	mereka	dan	keberlanjutan	komunitas	mereka	(Hamid	&	Suryana,	
2024).	 Namun,	 seiring	 dengan	 kemajuan	 pembangunan	 dan	meningkatnya	 permintaan	 lahan,	
berbagai	konAlik	dan	sengketa	lahan	terus	bermunculan,	baik	antara	masyarakat	dan	pemerintah,	
masyarakat	 dan	 perusahaan,	 maupun	 antar	 kelompok	 masyarakat	 itu	 sendiri.	 Fenomena	 ini	
menunjukkan	adanya	kesenjangan	antara	cita-cita	hukum	agraria	yang	diatur	dalam	UU	Nomor	5	
Tahun	1960	tentang	Peraturan	Dasar	Agraria	(UUPA)	dan	realitas	pelaksanaannya	di	 lapangan	
(Achmad,	2024).		

Salah	 satu	 bentuk	 sengketa	 yang	 paling	 kompleks	 adalah	 sengketa	 tanah	 adat,	 yang	
melibatkan	masyarakat	adat	dan	pihak	lain	terkait	kendali	atau	penggunaan	tanah	yang	diklaim	
sebagai	wilayah	adat.	Sengketa	ini	tidak	hanya	menyangkut	kepemilikan	tetapi	juga	pengakuan	
identitas	 kolektif	 dan	 hak-hak	 masyarakat	 adat.	 Dalam	 banyak	 kasus,	 tanah	 adat	 yang	 telah	
dikelola	selama	beberapa	generasi	oleh	masyarakat	kemudian	diklaim	sebagai	tanah	negara	atau	
bahkan	menjadi	bagian	dari	konsesi	perusahaan	perkebunan	besar,	seperti	perusahaan	kelapa	
sawit.	 Ketika	 masyarakat	 adat	 mencoba	 membela	 hak-hak	 mereka,	 timbul	 konAlik	 yang	 sulit	
diselesaikan	 karena	 perbedaan	 sistem	 hukum:	 hukum	 adat	 komunal	 dan	 turun-temurun	
bertentangan	dengan	hukum	nasional,	yang	membutuhkan	bukti	administratif	seperti	sertiAikat	
kepemilikan	tanah	(Mustofa	&	Anita,	2025).	

Data	 dari	 Konsorsium	 Reformasi	 Agraria	 (KPA)	menunjukkan	 bahwa	 konAlik	 agraria	 di	
Indonesia	telah	meningkat	secara	signiAikan	selama	dekade	terakhir.	Pada	tahun	2023	saja,	lebih	
dari	240	kasus	konAlik	agraria	tercatat	di	berbagai	wilayah,	dengan	sektor	perkebunan	sebagai	
yang	terdepan,	diikuti	oleh	kehutanan	dan	pertambangan.	Sebagian	besar	konAlik	ini	melibatkan	
masyarakat	adat	atau	komunitas	lokal	yang	merasa	hak	atas	tanah	mereka	diabaikan.	Meskipun	
pemerintah	 telah	 mengakui	 keberadaan	 masyarakat	 adat	 melalui	 berbagai	 kebijakan,	
implementasinya	 seringkali	 menyebabkan	 ketidaksetaraan	 dan	 ketidakpastian	 hukum	
(Berenschot	dkk.,	2023).	

Dalam	konteks	penyelesaian	 sengketa	 tanah,	mediasi	merupakan	alternatif	 yang	banyak	
digunakan	 untuk	 mencapai	 kesepakatan	 damai	 tanpa	 harus	 melalui	 pengadilan.	 Mediasi	
diharapkan	dapat	mendamaikan	 kepentingan	para	 pihak	 secara	 adil,	 eAisien,	 dan	 berorientasi	
pada	 konsensus.	 Melalui	 mekanisme	 ini,	 diharapkan	 konAlik	 dapat	 diselesaikan	 tanpa	
menimbulkan	 permusuhan	 yang	 berkepanjangan	 (Rahardja,	 2025).	 Di	 tingkat	 agraria,	 Badan	
Pertanahan	 Nasional	 (BPN)	 memiliki	 dasar	 hukum	 untuk	 melaksanakan	 mediasi	 melalui	
Peraturan	Kepala	BPN	Nomor	3	Tahun	2011	tentang	Pengelolaan,	Penanganan,	dan	Penyelesaian	
Kasus	Tanah.	Selain	itu,	Peraturan	Mahkamah	Agung	Nomor	1	Tahun	2016	juga	mengatur	mediasi	
di	 pengadilan	 sebagai	 upaya	 untuk	menyelesaikan	 sengketa	 secara	 damai	 sebelum	memasuki	
tahap	pemeriksaan	perkara	(Paseki	dkk.,	2025).		

Namun,	dalam	praktiknya,	efektivitas	mediasi	dalam	menyelesaikan	sengketa	tanah	adat	
seringkali	dipertanyakan.	Banyak	kasus	menunjukkan	bahwa	mediasi	tidak	selalu	menghasilkan	
kesepakatan	yang	adil.	Misalnya,	dalam	beberapa	kasus	di	Kalimantan,	pemilik	atau	pengelola	
lahan	yang	telah	membudidayakan	kelapa	sawit	selama	bertahun-tahun	menghadapi	klaim	dari	
kelompok	masyarakat	yang	mengklaim	hak	tanah	adat	atau	hak	kepemilikan	tanah	berdasarkan	
hukum	adat	(Marta	&	Jais,	2025).	Selama	proses	mediasi,	posisi	pemilik	lahan	seringkali	melemah	
akibat	tekanan	sosial	dan	moral	yang	berasal	dari	klaim	adat	tersebut,	meskipun	mereka	memiliki	
bukti	administratif	tentang	penguasaan	atau	hak	atas	tanah.	Mediasi	seringkali	berubah	menjadi	
cara	kompromi	yang	 tidak	 setara,	 di	mana	pemilik	 lahan	diminta	untuk	membayar	uang	atau	
"menebus"	tanah	yang	telah	mereka	kelola	secara	sah	(Teguh,S.HI.,M.H.,C.PS.,C.MK	dkk.,	2025).	
Fenomena	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 mediasi,	 idealnya	 berdasarkan	 prinsip	 kesetaraan	 dan	
keadilan,	berpotensi	menjadi	 instrumen	yang	memperkuat	ketidakseimbangan	kekuasaan	dan	
membuka	 peluang	 penyimpangan	 dari	 tujuan	 awalnya	 untuk	mencapai	 perdamaian	 yang	 adil	
bagi	semua	pihak.		



																																																																																																					https://journal.scientiva.org/scientiva/index 8	

Journal of Society and Scien1fic Studies                                                              E-ISSN 3109-2950 

Secara	normatif,	UUPA	tahun	1960	sebenarnya	telah	mengakui	keberadaan	hak-hak	adat	
masyarakat	adat	sebagaimana	dinyatakan	dalam	Pasal	3,	yang	menyatakan	bahwa	pelaksanaan	
hak-hak	adat	dan	hak-hak	serupa	dari	komunitas	hukum	adat	harus	sesuai	dengan	kepentingan	
nasional	 dan	 negara,	 dan	 tidak	 bertentangan	 dengan	 hukum	 yang	 lebih	 tinggi	 (Lahengkang,	
2025).	Namun,	dalam	praktik	hukum	positif,	pengakuan	hak	adat	dalam	Pasal	3	UUPA	bersifat	
kondisional,	artinya	hak	adat	diakui	selama	hak	tersebut	masih	ada	dan	pelaksanaannya	tidak	
bertentangan	dengan	kepentingan	nasional	atau	hukum	dan	peraturan	yang	berlaku.	Ketentuan	
ini	seringkali	menimbulkan	masalah	interpretasi	yang	luas,	terutama	ketika	klaim	atas	tanah	adat	
digunakan	tanpa	dasar	yang	kuat	untuk	menolak	atau	menantang	kepemilikan	tanah	yang	sudah	
memiliki	bukti	administratif	hukum.	Dalam	situasi	tertentu,	pengakuan	bersyarat	atas	hak	adat	
justru	dieksploitasi	oleh	pihak-pihak	tertentu	untuk	mengajukan	klaim	sepihak	yang	berpotensi	
merugikan	pemilik	 atau	pengelola	 tanah	yang	 telah	mengolah	 tanah	 sesuai	dengan	ketentuan	
hukum	agraria	nasional.	Akibatnya,	muncul	kesenjangan	antara	semangat	UUPA	untuk	menjamin	
keadilan	 sosial	 di	 sektor	 tanah	 dan	 penerapan	 norma	 hukum	 yang	 seringkali	 menciptakan	
ketidakpastian	 hukum	 dan	 membuka	 peluang	 konAlik	 horizontal	 dalam	 masyarakat	
(Krismantoro,	2022).	

Fenomena	ini	menunjukkan	adanya	kesenjangan	normatif	dan	aplikatif	dalam	penerapan	
hukum	agraria	di	Indonesia.	Di	satu	sisi,	UU	Agraria	Dasar	(UUPA)	menegaskan	prinsip-prinsip	
keadilan,	kepastian	hukum,	dan	kesejahteraan	rakyat.	Di	sisi	lain,	realitas	menunjukkan	bahwa	
penyelesaian	sengketa,	khususnya	melalui	mediasi,	tidak	sepenuhnya	mencerminkan	nilai-nilai	
tersebut.	Mediasi,	yang	idealnya	berfungsi	sebagai	sarana	rekonsiliasi	dan	pencapaian	keadilan,	
seringkali	 terhambat	 oleh	 faktor	 birokrasi,	 ketidakseimbangan	 kekuasaan,	 dan	 kurangnya	
pemahaman	tentang	nilai-nilai	hukum	adat.	Oleh	karena	itu,	diperlukan	studi	normatif	mendalam	
untuk	 menilai	 sejauh	 mana	 mekanisme	 mediasi	 dalam	 sengketa	 tanah	 adat	 selaras	 dengan	
prinsip-prinsip	hukum	agraria	sebagaimana	diamanatkan	oleh	UUPA	1960.	

Meskipun	sejumlah	penelitian	sebelumnya	telah	membahas	mediasi	dalam	penyelesaian	
sengketa	tanah,	sebagian	besar	berfokus	pada	aspek	prosedural	dan	implementasi,	bukan	pada	
tinjauan	 normatif	 tentang	 kepatuhannya	 terhadap	 hukum	 agraria	 nasional.	 Penelitian	 oleh	
Wibowo,	 MA	 (2025),	 misalnya,	 menekankan	 pentingnya	 peran	 mediator	 dalam	 membangun	
komunikasi	yang	efektif	antara	para	pihak,	tetapi	belum	meneliti	dasar	hukum	untuk	memastikan	
keadilan	 dalam	mediasi	 agraria	 (Muhammad	 Agri	Wibowo,	 2025).	 Demikian	 pula,	 studi	 oleh	
Myaskur,	M.,	 dkk	 (2024)	 yang	menyoroti	mediasi	 di	 pengadilan,	 namun	 belum	 secara	 khusus	
membahas	sengketa	tanah	adat	yang	memiliki	karakteristik	unik	karena	berkaitan	dengan	hak	
adat	 (Myaskur	&	Wahyudiono,	2024).	Dengan	demikian,	penelitian	 ini	menempati	posisi	yang	
berbeda,	 karena	 berupaya	 mengisi	 kekosongan	 dalam	 studi	 dari	 perspektif	 hukum	 normatif,	
dengan	memeriksa	kesesuaian	mekanisme	mediasi	dengan	prinsip-prinsip	hukum	agraria	dan	
hak-hak	masyarakat	adat	sebagaimana	diatur	dalam	UUPA	tahun	1960.	

Isu	 lain	 yang	 memperkuat	 urgensi	 penelitian	 ini	 adalah	 terus	 berlanjutnya	 kelemahan	
koordinasi	dan	harmonisasi	antara	lembaga	hukum	nasional	dan	lembaga	adat	dalam	menangani	
konAlik	tanah.	Dalam	sejumlah	kasus,	klaim	tanah	adat	yang	diajukan	oleh	kelompok-kelompok	
tertentu	 tidak	disertai	 dengan	mekanisme	veriAikasi	 yang	 jelas	dari	 lembaga	negara,	 sehingga	
mengakibatkan	pengakuan	hak	atas	tanah	yang	tumpang	tindih.	Akibatnya,	keputusan	atau	hasil	
mediasi	 di	 tingkat	 lokal	 seringkali	 tidak	 memiliki	 kekuatan	 hukum	 dan,	 pada	 kenyataannya,	
menimbulkan	perselisihan	baru	antara	masyarakat	adat	dan	mereka	yang	memiliki	dasar	hukum	
formal	untuk	kepemilikan	tanah	(Soenartho	&	Sudiro,	2023).	Sebaliknya,	resolusi	yang	difasilitasi	
oleh	 lembaga	negara	 seperti	Badan	Pertanahan	Nasional	 (BPN)	 terkadang	mengabaikan	nilai-
nilai	 sosial	 dan	 historis	 yang	melekat	 pada	masyarakat,	 sehingga	menimbulkan	 kesan	 bahwa	
hukum	nasional	mengabaikan	konteks	lokal	(Toloh	&	Pangau,	2023).	Kondisi	 ini	menunjukkan	
ketidakselarasan	 antara	 hukum	adat	 dan	 hukum	nasional,	 tidak	 hanya	 pada	 tingkat	 normatif,	
tetapi	 juga	 dalam	 pelaksanaan	 penyelesaian	 sengketa,	 yang	 pada	 akhirnya	 menimbulkan	
ketidakpastian	hukum	dan	ketidakadilan	bagi	para	pihak	yang	bersengketa.	

Dari	uraian	di	atas,	dapat	dilihat	bahwa	masalah	utama	yang	akan	diteliti	dalam	penelitian	
ini	adalah	bagaimana	mekanisme	mediasi	dalam	penyelesaian	sengketa	tanah	adat	diatur	secara	
normatif	 dalam	 kerangka	 hukum	 agraria	 nasional,	 dan	 sejauh	 mana	 UUPA	 1960	 mampu	
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memberikan	 kepastian	 hukum	 dan	 perlindungan	 bagi	 hak-hak	 masyarakat	 adat	 melalui	
mekanisme	ini.	Studi	ini	penting	untuk	menilai	efektivitas	norma	hukum	yang	mengatur	mediasi	
agraria,	sekaligus	memberikan	rekomendasi	untuk	meningkatkan	sistem	hukum	agar	lebih	adil	
dan	inklusif	terhadap	masyarakat	adat.	

Penelitian	 ini	 juga	 relevan	 dalam	konteks	 perkembangan	 hukum	nasional,	 yang	 saat	 ini	
diarahkan	 untuk	 memperkuat	 reformasi	 agraria	 dan	 memberdayakan	 masyarakat	 adat.	
Pemerintah	 Indonesia,	melalui	berbagai	kebijakan,	 telah	berupaya	mempercepat	penyelesaian	
konAlik	 tanah.	Namun,	 tanpa	pemahaman	normatif	yang	kuat	 tentang	prinsip	dan	asas	hukum	
agraria,	 dikhawatirkan	 kebijakan-kebijakan	 tersebut	 hanya	 akan	 berfungsi	 sebagai	 solusi	
administratif	jangka	pendek	(Adityaputra,	2025).	Oleh	karena	itu,	pendekatan	normatif	terhadap	
mekanisme	mediasi	agraria	sangat	penting	untuk	memastikan	bahwa	setiap	bentuk	penyelesaian	
sengketa	 tidak	 hanya	 sah	 secara	 prosedural	 tetapi	 juga	 mencerminkan	 nilai-nilai	 keadilan	
substantif	yang	diamanatkan	oleh	UU	Agraria	Dasar	1960.	

Dengan	 demikian,	 penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 kontribusi	 teoritis	 dan	
praktis	 terhadap	 pengembangan	 hukum	 agraria	 di	 Indonesia.	 Secara	 teoritis,	 penelitian	 ini	
memperkuat	pemahaman	tentang	posisi	mediasi	sebagai	instrumen	penyelesaian	sengketa	dalam	
sistem	 hukum	 agraria	 nasional.	 Secara	 praktis,	 hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 digunakan	 sebagai	
referensi	 oleh	 para	 pembuat	 kebijakan,	 Badan	 Pertanahan	 Nasional	 (BPN),	 dan	 lembaga	
peradilan	dalam	merumuskan	mekanisme	mediasi	yang	lebih	adil	yang	mendukung	perlindungan	
hak-hak	masyarakat	adat.	Kesimpulannya,	terdapat	kebutuhan	mendesak	untuk	meninjau	secara	
normatif	 bagaimana	 mekanisme	 mediasi	 diimplementasikan	 untuk	 memastikan	 mekanisme	
tersebut	selaras	dengan	semangat	keadilan	sosial	yang	mendasari	UUPA	1960.	
	
METODE	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 pendekatan	 yuridis	 normatif,	 yaitu	 pendekatan	 penelitian	
hukum	 yang	 mengkaji	 norma-norma	 hukum	 positif,	 prinsip-prinsip	 hukum,	 dan	 teori-teori	
hukum	 yang	 berkaitan	 dengan	 permasalahan	 yang	 diteliti	 (Yulianingsih	 &	 Putra,	 2024).	
Pendekatan	ini	dipilih	karena	penelitian	 ini	 tidak	berfokus	pada	data	empiris,	melainkan	pada	
analisis	 hukum	 dan	 doktrin	 hukum	 yang	 mengatur	 mekanisme	 mediasi	 dalam	 penyelesaian	
sengketa	tanah	adat	menurut	UU	Nomor	5	Tahun	1960	tentang	Peraturan	Dasar	Agraria	(UUPA).	
Dengan	pendekatan	 ini,	 penelitian	 ini	 berupaya	menjelaskan	dan	menilai	 sejauh	mana	norma	
hukum	yang	berlaku	mampu	memberikan	kepastian	hukum,	perlindungan	hak,	dan	keadilan	bagi	
pihak-pihak	yang	 terlibat	dalam	sengketa	 tanah	adat.	Penelitian	 ini	bersifat	deskriptif-analitis,	
artinya	tidak	hanya	mendeskripsikan	ketentuan	hukum	yang	ada	tetapi	juga	melakukan	analisis	
kritis	terhadap	substansi	norma	hukum	tersebut	untuk	menentukan	apakah	ketentuan	mengenai	
mediasi	agraria	sejalan	dengan	prinsip	keadilan	sosial	dan	prinsip	hukum	agraria	nasional.	

Dalam	mengembangkan	kerangka	analitis,	penelitian	ini	didasarkan	pada	tiga	teori	utama	
yang	 saling	 terkait.	 Pertama,	 Teori	 Kepastian	 Hukum	 digunakan	 untuk	 menilai	 sejauh	 mana	
sistem	 hukum	 agraria,	 khususnya	 UUPA	 dan	 peraturan	 turunannya,	 memberikan	 kejelasan,	
konsistensi,	dan	perlindungan	 terhadap	hak	atas	 tanah,	 terutama	dalam	konteks	penyelesaian	
sengketa.	Kedua,	Teori	Hak	Negara	untuk	Mengontrol	digunakan	untuk	menjelaskan	peran	negara	
dalam	mengatur	dan	mengelola	alokasi	 tanah	untuk	kesejahteraan	rakyat,	 termasuk	 tanggung	
jawab	negara	untuk	menjamin	keadilan	dan	kepastian	hukum	bagi	pihak-pihak	yang	bersengketa.	
Ketiga,	Teori	Penyelesaian	Sengketa	Alternatif	(ADR)	digunakan	untuk	memahami	posisi	mediasi	
sebagai	 bentuk	 penyelesaian	 sengketa	 di	 luar	 pengadilan	 berdasarkan	 prinsip	 musyawarah,	
keadilan,	dan	kepraktisan.	Ketiga	teori	ini	digunakan	secara	sinergis	untuk	menganalisis	hukum	
dan	peraturan	yang	berlaku	serta	mengidentiAikasi	hubungan	antara	norma	hukum	agraria	dan	
praktik	ideal	penyelesaian	sengketa	tanah	adat.	

Data	dalam	penelitian	 ini	seluruhnya	berasal	dari	data	sekunder	yang	diperoleh	melalui	
riset	kepustakaan.	Bahan	hukum	yang	digunakan	meliputi	bahan	hukum	primer	seperti	UUPA	
1960,	Peraturan	Pemerintah	Nomor	24	Tahun	1997	tentang	Pendaftaran	Tanah,	Peraturan	Kepala	
Badan	Pertanahan	Nasional	Nomor	3	Tahun	2011	tentang	Penanganan	dan	Penyelesaian	Kasus	
Tanah,	 dan	 Peraturan	 Mahkamah	 Agung	 Nomor	 1	 Tahun	 2016	 tentang	 Prosedur	 Mediasi	 di	
Pengadilan.	Bahan	hukum	sekunder	diperoleh	dari	literatur,	buku,	jurnal	ilmiah,	artikel	hukum,	
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dan	hasil	penelitian	sebelumnya	yang	relevan	dengan	topik	hukum	agraria	dan	mediasi.	Analisis	
data	dilakukan	secara	kualitatif	normatif	menggunakan	metode	interpretasi	hukum,	baik	secara	
gramatikal,	 sistematis,	 dan	 teleologis,	 untuk	 memahami	 makna	 dan	 tujuan	 setiap	 ketentuan	
hukum	 yang	 diteliti.	 Hasil	 analisis	 disajikan	 secara	 deskriptif-argumentatif,	 yaitu	 dengan	
menguraikan	substansi	peraturan	hukum,	kemudian	menilai	kesesuaiannya	dengan	prinsip	dan	
teori	 hukum	 yang	menjadi	 dasar	 penelitian.	 Melalui	metode	 ini,	 penelitian	 diharapkan	 dapat	
mengungkap	 kesenjangan	 antara	 cita-cita	 norma	 hukum	 agraria	 (das	 sollen)	 dan	 realitas	
pelaksanaannya	 (das	 sein),	 serta	 berkontribusi	 untuk	 memperkuat	 peran	 mediasi	 sebagai	
instrumen	keadilan	sejalan	dengan	semangat	dan	prinsip	UUPA	tahun	1960.	
	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Mediasi,	sebagai	bentuk	alternatif	penyelesaian	sengketa	(ADR),	telah	menjadi	instrumen	
penting	dalam	sistem	hukum	Indonesia.	Secara	konseptual,	mediasi	adalah	proses	penyelesaian	
konAlik	yang	melibatkan	pihak	ketiga	yang	netral	yang	bertugas	membantu	para	pihak	mencapai	
kesepakatan	sukarela	dan	damai.	Dalam	konteks	hukum	agraria,	mekanisme	 ini	 secara	 formal	
diatur	 melalui	 Peraturan	 Kepala	 Badan	 Pertanahan	 Nasional	 Nomor	 3	 Tahun	 2011	 tentang	
Pengelolaan,	 Penanganan,	 dan	 Penyelesaian	 Kasus	 Tanah	 dan	 Peraturan	 Mahkamah	 Agung	
Nomor	1	Tahun	2016	tentang	Prosedur	Mediasi	di	Pengadilan	(Ferdiansyah	dkk.,	2025).	Kedua	
peraturan	 ini	menekankan	bahwa	mediasi	dapat	menjadi	sarana	yang	efektif	untuk	mencegah	
eskalasi	konAlik	agraria	menjadi	litigasi	yang	panjang	dan	rumit.	

Dari	 perspektif	 teoretis,	 Teori	 Kepastian	 Hukum	 berfungsi	 sebagai	 dasar	 utama	 untuk	
memahami	 kebutuhan	 akan	 regulasi	 yang	 jelas	 dan	 konsisten	 dalam	menyelesaikan	 sengketa	
tanah	adat.	Sengketa	ini	seringkali	timbul	dari	ketidakselarasan	antara	hukum	adat	dan	hukum	
positif,	sehingga	menyulitkan	masyarakat	untuk	memperoleh	kepastian	mengenai	status	tanah	
yang	 mereka	 kendalikan	 atau	 kelola	 (HaAidz	 &	 Kamal,	 2025).	 UUPA	 1960,	 melalui	 Pasal	 3,	
sebenarnya	 mengakui	 hak-hak	 adat	 masyarakat	 hukum	 adat,	 tetapi	 dengan	 syarat	 bahwa	
pelaksanaannya	 tidak	 boleh	 bertentangan	 dengan	 kepentingan	 nasional	 atau	 peraturan	 yang	
berlaku	(Hutasoit,	2025).	Sementara	itu,	Teori	Hak	Negara	untuk	Mengontrol	menjelaskan	bahwa	
negara	memiliki	peran	sebagai	pengatur	dan	pengelola	sumber	daya	pertanian,	dengan	tanggung	
jawab	 untuk	 memastikan	 keadilan	 dan	 kemakmuran	 bagi	 seluruh	 rakyat.	 Namun,	 dalam	
praktiknya,	teori	ini	seringkali	menimbulkan	masalah	implementasi	ketika	negara	tidak	mampu	
menyeimbangkan	pengakuan	hak-hak	adat	dengan	kepastian	hukum	dalam	administrasi	tanah	
(Permatasari,	 2024).	 Di	 sisi	 lain,	 teori	 Penyelesaian	 Sengketa	 Alternatif	 (ADR)	 menawarkan	
pendekatan	damai	dan	partisipatif	yang	dapat	digunakan	untuk	menyelesaikan	konAlik	tersebut.	
Teori	 ini	menekankan	 bahwa	 penyelesaian	melalui	mediasi	 harus	memprioritaskan	 nilai-nilai	
kesetaraan,	 keadilan,	 dan	manfaat,	 bukan	 sekadar	 kompromi	melalui	 formalitas	 administratif	
(Ningsih	&	Tuasikal,	2025).		

Hasil	studi	normatif	 terhadap	berbagai	peraturan	menunjukkan	bahwa	kerangka	hukum	
untuk	 mediasi	 dalam	 menyelesaikan	 sengketa	 tanah	 adat	 belum	 sepenuhnya	 efektif	 dalam	
menjamin	keadilan	substantif.	Secara	normatif,	peraturan	tentang	mediasi	agraria	memberikan	
landasan	hukum	yang	cukup	kuat,	tetapi	implementasinya	masih	menghadapi	hambatan	dalam	
hal	harmonisasi	antara	hukum	adat	dan	hukum	nasional.	UUPA	1960	memberikan	ruang	bagi	
hak-hak	 adat,	 tetapi	 tidak	 secara	 eksplisit	 menetapkan	 mekanisme	 veriAikasi	 atau	 kriteria	
pembuktian	 yang	dapat	 digunakan	untuk	memastikan	 keberadaan	hak-hak	 ini	 dalam	konteks	
modern	(Lubis	dkk.,	2025).	Akibatnya,	timbul	ambiguitas	hukum:	di	satu	sisi,	masyarakat	adat	
memiliki	legitimasi	sosial-historis	atas	tanah,	tetapi	di	sisi	lain,	pemilik	atau	pengelola	tanah	yang	
sah	memiliki	legitimasi	administratif	yang	diakui	oleh	negara.	

Fenomena	 ini	 terlihat	 jelas	 dalam	 sejumlah	 kasus	 di	 Kalimantan	 dan	 Sumatra,	 di	mana	
klaim	tanah	adat	sering	digunakan	sebagai	dasar	klaim	terhadap	tanah	yang	telah	lama	dikelola	
secara	sah	oleh	masyarakat	atau	individu	lain.	Dalam	proses	mediasi	yang	dilakukan	oleh	Badan	
Pertanahan	 Nasional	 (BPN),	 pengelola	 tanah	 sering	 diminta	 untuk	 memberikan	 kompensasi	
Ainansial	 yang	 besar	 untuk	menyelesaikan	 konAlik	 secara	 damai.	 Hal	 ini	menunjukkan	 bahwa	
mediasi,	yang	seharusnya	menjadi	sarana	keadilan	restoratif,	 justru	dapat	menjadi	mekanisme	
tekanan	 sosial	 dan	 ekonomi,	 terutama	ketika	 tidak	 ada	pedoman	hukum	yang	 jelas	mengenai	



																																																																																																					https://journal.scientiva.org/scientiva/index 11	

Journal of Society and Scien1fic Studies                                                              E-ISSN 3109-2950 

batasan	kewenangan	mediator	dan	standar	keadilan	yang	harus	dipenuhi.	Dari	perspektif	hukum	
yang	 positif,	 situasi	 ini	 menunjukkan	 kesenjangan	 antara	 cita-cita	 norma	 hukum	 agraria	 dan	
realitas	penerapannya,	di	mana	prinsip	kepastian	hukum	yang	diamanatkan	oleh	Undang-Undang	
Agraria	Dasar	belum	sepenuhnya	terwujud	(Sangalang,	2025).	

Analisis	 ini	 juga	menunjukkan	 bahwa	 konsep	 "pengakuan	 bersyarat"	 atas	 hak-hak	 adat	
dalam	 Pasal	 3	 UUPA	 berpotensi	menciptakan	 ketidakpastian	 hukum.	 Tidak	 adanya	 peraturan	
teknis	 yang	 rinci	mengenai	 identiAikasi	 dan	pendaftaran	 tanah	 adat	 berarti	 bahwa	penegakan	
hukum	agraria	 beroperasi	 pada	 dua	 sistem	yang	 tidak	 konsisten:	 sistem	hukum	nasional	 dan	
sistem	hukum	adat.	Dalam	keadaan	ini,	mediasi,	yang	seharusnya	menjadi	forum	penyelesaian,	
rentan	menjadi	arena	negosiasi	kepentingan	tanpa	ukuran	keadilan	yang	objektif.	Faktanya,	teori	
ADR	menempatkan	mediasi	sebagai	sarana	untuk	mencapai	solusi	yang	saling	menguntungkan,	
bukan	 sebagai	 mekanisme	 untuk	 transaksi	 ekonomi	 atau	 politisasi	 hak-hak	 adat	 (Tandori	 &	
Supriyanto,	2025).	Oleh	karena	 itu,	dapat	disimpulkan	bahwa	dari	perspektif	normatif,	 sistem	
mediasi	agraria	di	Indonesia	masih	memerlukan	rekonstruksi	hukum	yang	menekankan	batasan,	
prinsip,	dan	 standar	keadilan	di	 setiap	 tahap	penyelesaiannya,	 sehingga	 tidak	disalahgunakan	
oleh	pihak-pihak	yang	berkepentingan.	

Temuan	studi	ini	menegaskan	bahwa	hukum	dan	peraturan	yang	mengatur	mediasi	dalam	
penyelesaian	 sengketa	 tanah	 adat	 masih	 perlu	 diperkuat	 baik	 dari	 aspek	 normatif	 maupun	
kelembagaan.	Secara	normatif,	diperlukan	peraturan	pelaksana	yang	lebih	ketat	terkait	validasi	
hak	adat,	mekanisme	pendaftaran	tanah	adat,	dan	pedoman	etika	bagi	mediator	tanah,	sehingga	
proses	mediasi	menjadi	transparan	dan	seimbang.	Secara	kelembagaan,	koordinasi	antara	Badan	
Pertanahan	 Nasional	 (BPN),	 pemerintah	 daerah,	 dan	 lembaga	 adat	 harus	 diperjelas	 dalam	
peraturan	perundang-undangan,	sehingga	hasil	mediasi	memiliki	legitimasi	yang	kuat	dan	tidak	
menimbulkan	 sengketa	 baru	 (M.H	 &	 M.H,	 2025).	 Studi	 ini	 juga	 menunjukkan	 perlunya	
menekankan	peran	negara	sebagai	regulator	dan	penjamin	kepastian	hukum	yang	tidak	memihak	
salah	satu	pihak	dalam	konAlik	agraria.	

Ke	depannya,	penelitian	tentang	mediasi	agraria	dapat	berfokus	pada	studi	perbandingan	
antar	wilayah,	misalnya,	membandingkan	efektivitas	mediasi	 di	 daerah	dengan	 sistem	hukum	
adat	yang	kuat	dengan	daerah	yang	memiliki	sistem	administrasi	yang	lebih	dominan.	Penelitian	
juga	dapat	memperluas	fokusnya	ke	analisis	kelembagaan	Badan	Pertanahan	Nasional	(BPN)	dan	
pengadilan	 dalam	 mengintegrasikan	 prinsip-prinsip	 hukum	 adat	 ke	 dalam	 mekanisme	
penyelesaian	 sengketa	 formal.	 Lebih	 lanjut,	 penelitian	 normatif	 lebih	 lanjut	 dapat	 mengkaji	
sinkronisasi	antara	UUPA	dan	Undang-Undang	Komunitas	Hukum	Adat,	yang	sedang	dirancang	
untuk	 memperkuat	 pengakuan	 hak-hak	 adat.	 Dengan	 arah	 penelitian	 ini,	 diharapkan	 dapat	
dikembangkan	sistem	mediasi	agraria	yang	tidak	hanya	memenuhi	persyaratan	hukum	formal	
tetapi	 juga	 mencerminkan	 nilai-nilai	 keadilan	 sosial,	 kepastian	 hukum,	 dan	 saling	
menguntungkan,	sesuai	dengan	cita-cita	hukum	agraria	nasional.	
	
KESIMPULAN		

Berdasarkan	 hasil	 studi	 normatif	 tentang	 ketentuan	 hukum	 agraria	 dan	 mekanisme	
mediasi	 dalam	penyelesaian	 sengketa	 tanah	 adat,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 kerangka	 hukum	
yang	ada	belum	sepenuhnya	mampu	menjamin	keadilan	substantif	dan	kepastian	hukum	bagi	
pihak-pihak	 yang	 bersengketa.	 Secara	 normatif,	 UUPA	 1960	 telah	 memberikan	 dasar	 untuk	
mengakui	hak-hak	adat	masyarakat	adat	melalui	Pasal	3,	tetapi	pengakuan	ini	bersifat	kondisional	
dan	 belum	 disertai	 dengan	 peraturan	 teknis	 yang	 jelas	mengenai	 veriAikasi,	 pendaftaran,	 dan	
pembuktian	hak-hak	adat	dalam	sistem	hukum	nasional.	Kondisi	ini	menciptakan	tumpang	tindih	
antara	pengakuan	 sosial-historis	masyarakat	 adat	dan	 legalitas	 administratif	 yang	diakui	 oleh	
negara.	Akibatnya,	proses	mediasi,	yang	seharusnya	menjadi	sarana	keadilan	restoratif,	seringkali	
menjadi	arena	negosiasi	yang	tidak	seimbang,	di	mana	pihak-pihak	dengan	bukti	hukum	formal	
dapat	 ditekan	 oleh	 klaim	 adat,	 atau	 sebaliknya,	masyarakat	 adat	 dilemahkan	 oleh	 kurangnya	
pengakuan	administratif.	

Dari	 perspektif	 teoretis,	 penerapan	 Teori	 Kepastian	 Hukum,	 Teori	 Hak	 Negara	 untuk	
Mengontrol,	dan	Teori	Penyelesaian	Sengketa	Alternatif	(ADR)	menunjukkan	bahwa	tujuan	ideal	
mediasi	 agraria,	 untuk	 mencapai	 resolusi	 yang	 adil,	 cepat,	 dan	 berkeadilan	 sosial,	 masih	
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menghadapi	hambatan	normatif.	Negara,	sebagai	pemegang	hak	atas	tanah,	belum	sepenuhnya	
melaksanakan	 fungsi	 pengaturan	 dan	 perlindungannya,	 menyeimbangkan	 kepentingan	 adat	
dengan	kepentingan	hukum	formal.	Mediasi,	sebagai	bentuk	ADR,	seharusnya	memprioritaskan	
prinsip	 kesetaraan,	 musyawarah,	 dan	 eAisiensi,	 tetapi	 dalam	 praktiknya,	 seringkali	 kurang	
memiliki	standar	hukum	yang	kuat	untuk	menjamin	keadilan	bagi	semua	pihak.	Oleh	karena	itu,	
penguatan	 norma	 hukum	 diperlukan	 agar	 mediasi	 benar-benar	 berfungsi	 sebagai	 instrumen	
keadilan	yang	selaras	dengan	semangat	dan	prinsip	hukum	agraria	nasional	sebagaimana	diatur	
dalam	UUPA	1960.	

Sebagai	 rekomendasi,	 perlu	 dirumuskan	 ulang	 hukum	 mediasi	 agraria	 dengan	
mengembangkan	 peraturan	 pelaksana	 yang	 lebih	 rinci	 dan	 tegas	mengenai	 prosedur,	 batasan	
kewenangan,	dan	validasi	klaim	hak	adat	dalam	penyelesaian	sengketa	tanah	adat.	Pemerintah	
juga	perlu	memperkuat	koordinasi	antara	Badan	Pertanahan	Nasional	(BPN),	pemerintah	daerah,	
dan	 lembaga	 adat	 agar	 hasil	 mediasi	 memperoleh	 legitimasi	 hukum	 yang	 kuat	 dan	 dapat	
diimplementasikan	tanpa	menimbulkan	konAlik	baru.	Dari	sisi	akademis,	penelitian	lebih	lanjut	
direkomendasikan	untuk	melakukan	studi	perbandingan	antar	daerah	atau	analisis	kelembagaan	
tentang	 implementasi	 mediasi	 di	 daerah	 dengan	 sistem	 hukum	 adat	 yang	 berbeda,	 untuk	
menemukan	model	 penyelesaian	 sengketa	 yang	 lebih	 efektif	 dan	 sesuai	 dengan	 karakteristik	
sosial	budaya	Indonesia.	Oleh	karena	itu,	hasil	penelitian	ini	diharapkan	dapat	menjadi	landasan	
konseptual	dalam	upaya	membangun	sistem	hukum	agraria	yang	adil,	harmonis,	dan	berdasarkan	
prinsip-prinsip	keadilan	sosial	sebagaimana	diamanatkan	oleh	UUPA	1960.	
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